
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

NOMOR : PL.102/57/4/PIP.SMG-2022

TANGGAL 22MARET2022

KEGIATAN

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRASNPORTASI. LAYANAN

DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN

PERKANTORAN. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-19

PEKERJAAN

PENGADAAN HANDSANITIZER

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVn)-19

TAHUN ANGGARAN 2022

t'

HARGA PEKERJAAN : Rp 97.743.360,-

TERBILANG : SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA TUJUH

RATUS EMPAT PULIJH TIGA RIBU TIGA

RATUS ENAM PUEtJH RUPIAH

JANGKA WAKTU : 8 (DELAPAN) HARIKALENDER

PENYEDIA BARANG

CV. MUTIARA AZKA
Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah
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FAX ; (62)024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.ld
Home Page: www.DlD-semaranq.ac.ld

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

BERITA ACARA EVALUASl PEKERJAAN

PL. 102 / 56 / 7 / PlP.SMG-2022

29 Maret 2022

Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan
Penyeharan Wabah COVID-19
2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh dua
(29-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang
dan Jasa untuk pekeijaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan
Barang dan Jasa PIP Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekeijaan terhadap
Penyedia Barang/Jasa untuk pekeijaan tersebut diatas.
Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
Hadir dalam rapat
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. HERI PRASETYO, S.M.

PENYEDIA BARANG DAN JASA

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

NP WP

CV. MUTIARA AZKA

Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa
Tengah
03.123.253.1-503.000

NO URAIAN

KELENGKAPAN
KETERANGAN

(+)

Sesuai
Tdk

Sesuai

1 Kualitas Barang/Jasa: + Sesuai Spesifikasi Teknis
2 Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan
+

Sesuai Surat Perintah Keija
(SPK)

3 Dokumen Tagihan
+

Sesuai Peraturan Presiden

No. 12 Tahun 2021

BASIL AKHIR SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekeijaan untuk Paket Pekeijaan Pengadaan
Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyeharan Wabah COVID-19 ini dibuat.
Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO. SJVl.

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM ^KAN

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG -=1—
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX ; (62)024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page: www.Dip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor; PL. 102 / 57 / 5 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Handsanitizer Pecegahan dan Penanggulangan Penyebaran
Wabah COVID-19.

Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : HERI PRASETYO, S.M.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL. 102 / 57 / 4 / PlP.SMG-2022 Tanggal 22 Maret 2022» bersama ini
memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. MUTIARA AZKA
Alamat : Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah
yang dalam hal ini diwakili oleh RININURIYAH,
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekeijaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
1. Paket t)engadaan: Pengadaan Handsanitizer Pecegahan dan Penanggulangan Penyebaran

Wabah COVID-19;
2. Tanggal mulai keria: 22 Maret 2022;
3. Svarat-svarat t^keriaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penvelesaian: selama 8 (Delapan) hari kalender dan pekeijaan harus sudah selesai

pada tanggal 29 Maret 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekeijaan Penyedia

akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai
ketentuan dalam SPK.

Semarang, 22 Maret 2022
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO. S.I

PPKRM

NIP. 19850429 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. MUTIARA AZKA

CV.

RINI NURIYAH

Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM ^KAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.ld
Home Page: www.pip-semarana.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 22 Maret 2022

Nama PPK HERI PRASETYO, S.M

Nama Penyedia CV. MUTIARA AZKA

PAKET PENGADAAN:

PENGADAAN

HANDSANITIZER

PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH

COVlD-19

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 / 55 / 12 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 18 Maret 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL. 102 / 56 / 8 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 21 Maret 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran
kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.2.I.521131

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 22
-29 Maret 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 97.743.360,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puiuh
tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN VOLUME

HARGA

HARGA SATUAN lUMLAH

1 Handsanitizer 60ml 4992 pcs Rp 17.800 Rp 88.857.600

TOTAL Rp 88.857.600

PPN 11% Rp 8.885.760

JUMLAH Rp 97.743.360

Terbilang: Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam

puluh rupiah



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BAD AN LAYAN AN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
1  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX ; (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email ; info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 Home Haae: www.DiD-semarana.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 22 Maret 2022

NamaPPK HERI PRASETYO, S.M

Nama Penyedia CV. MUTIARA AZKA

PAKET PENGADAAN;

PENGADAAN

HANDSANITIZER

PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH

COVID-19

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 / 55 / 12 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 18 Maret 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL. 102 / 56 / 8 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 21 Maret 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran
kegiatan: 022.I2.WA.4627.EBA.994.2.I.521131

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 22
- 29 Maret 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 97.743.360,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh
tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN VOLUME

HARGA

HARGA SATUAN fUMLAH

I Handsanitizer 60ml 4992 pcs Rp 17.800 Rp 88.857.600

TOTAL Rp 88.857.600

PPN 11% Rp 8.885.760

JUMLAH Rp 97.743.360

Terbilang: Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam

puluh rupiah
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POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529
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SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA ;

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 22 Maret 2022

NamaPPK HERI PRASETYO, S.M

Nama Penyedia CV. MUTIARA AZKA

PAKET PENGADAAN:

PENGADAAN

HANDSANITIZER

PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH

COVID-19

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL.102 / 55 / 12 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 18 Maret 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL. 102 / 56 / 8 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 21 Maret 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 imtuk mata anggaran
kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.2.I.521131

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 22
-29 Maret2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 97.743.360,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh
tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN VOLUME

HARGA

HARGA SATUAN JUMLAH

1 Handsanitizer 60inl 4992 pcs Rp 17.800 Rp 88.857.600

TOTAL Rp 88.857.600

PPN 11% Rp 8.885.760

JUMLAH Rp 97.743.360

Terbilang: Sembilan puluh tujuh Juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam

puluh rupiah



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 57 / 4/PIP.SMG-2022

Tanggal : 22 Maret 2022

INSIRIJKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepjatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekeijaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor
Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor
melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama CV. MUTIARA AZKA
dengan nomor rekening 1058003031

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari
kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut,

e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima
oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen BLU

METERAI ^
iWl T^pfl— ^
9669FAJX41<S22^j^«—

HERI PRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MUTIARA AZKA

/

RINI NURIYAH

Direktur



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 22 Maret 2022

INSTRUKSi KEFADA PENYEDlA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekeijaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor
Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor
melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama CV. MUTIARA AZKA
dengan nomor rekening 1058003031

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari
kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila teijadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima
oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen BLU

HERI PRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MUTIARA AZKA

«fe7E£)S-r5^2
;'Wp

RININURJYAH

Direktur



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK;

Nomor : PL. 102 / 57 / 4 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 22 Maret 2022

INSTRllKSI KEPADA PENYEDIA:

PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
Dalam hal pengajuan perminlaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIELAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor
Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor
melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama CV. MUTIARA AZKA
dengan nomor rekening 1058003031
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari
kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima
oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

a.

b.

c.

d.

e.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen BLU

HERI PRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MUTIARA AZKA

/
CV. fTi-r:

RININURIYAH

Direktur



SYARATUMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan juml^ atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUMYANGBERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONgULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuhterhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAKKEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7-

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau selumh
pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu.
Pengalihan selumh pekeij aan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK inl berlaku efektlf pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia hams menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Keija sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekerjaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keqany^ dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASANPERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekeijaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau timtutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kemgian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kemsakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cideratubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kemsakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekeqaan ini,
Bahan dan Perlengkapan mempakan risiko penyedia, kecuali kemgian atau kemsakan

tersebut diakibutkun oleh kesaluhun atuu kelalaian PPK,
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban

penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenan^ melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.



13. LAPORANHASILPEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekeijaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekeijaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekeijaan yang berisi rencana dan realisasi pekeijaan harian.

0. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga keija untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeijaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeijaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK,

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeijaan di lokasi pekeijaan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekeijaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeijaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekeijaan.

15. SERAHTERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeijaan.

b. Sebelura dilakukan gerah terima, PPK melakukan pemerikguan terhadap hasil
pekeijaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan dapat dibantu oleh pengawas
pekeijaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeijaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekeijaan setelah selunih hasil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.



f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekeijaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK daii disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelak5anaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a, Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekeijaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeijaan secara teitulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.



19. PENGHENTIANDANPEMUTUSANSPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeijaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan imtuk pekeijaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengadaan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeijaan;
5) penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kineija setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam Jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekegaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.



c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari keija setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekeijaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGANPEMBERIANKOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Pejabat Pembuat Komitmen CV. MUTIARA AZKA
PIP Semarang

CV. 51</vv - Azka

HERI PRASETYO. S.M RINI NURIYAH

Penata Muda, (lll/a) nirektnr
NIP. 19850429 201012 1 003



SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan Jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSIMANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAKKEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekeijaan tertentu.
Pengalihan seluruh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kega (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keija.

c. Penyedia hams menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Keija sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekeijaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keqanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASANPERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personal yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksan^an pekeijaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kemgian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kemsakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kemsakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kemsakan Hasil Pekeijaan ini,
Bahan dan Perlengkapan mempakan risiko penyedia, kecuali kemgian atau kemsakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga imtuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.



13. LAPORANHASILPEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekeijaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekeijaan di lokasi pekeijaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekeijaan yang berisi rencana dan realisasi pekeijaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga keija untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeijaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeijaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeijaan di lokasi pekeijaan.

14. WAKTU PENYELESAIANPEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekeijaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekeijaan.

15. SERAHTERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeijaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan dapat dibantu oleh pengawas
pekeijaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeijaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikaimya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekeijaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.



f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekeijaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesiflkasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWAKOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesiflkasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak imtuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekeijaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeijaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.



19. PENGHENTTANDANPEMUTUSANSPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeijaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeijaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;
penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeijaan;
penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
penyedia berada dalam keadaan pailit;
Penyedia gagal memperbaiki kineija setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;
penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh PPK;
PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.



c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari keija setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGANPEMBERIANKOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen

PIP Semarang

HERl PRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. MUTIARA AZKA

/

RINI NURIYAH

Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM ^KAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG -sr.—
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email ; info@pip-semarang.ac.ld
Home Page: www.Dlp-semaranQ.ac.id

Nomor : PL. 102/56/10/PIP-SMG-2022 Semarang, 21 Maret 2022
Lampiran : —

Kepada Yth.
Direktur CV. MUTIARA AZKA

Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah

Perihal ; Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket pekeijaan Pengadaan
Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor: 017/ANDLR/II1/2022 tanggal
19 Maret 2022 tentang Penawaran pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 dengan hasil negosiasi harga sebesar
Rp.97.743.360,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam
puiuh rupiah) kami nyatakan diterima/ disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

PPK Belanja RM

HERl PRASETYO. S.M.

Penata Muda, Ill/a

NIP. 19850429 201012 1003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
!!^KAN@1

JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page: www.Dip-semaranQ.ac.td

BERITA ACARA

RAPAT PRA KONTRAK

No ; PL. 102 / 56 / 9 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua berdasarkan

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekeijaan Pengadaan Handsanitizer

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 dari Pejabat Pengadaaan

NO.PL.102/56/8/PIP.SMG-2022 tanggal 21 Maret 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre

Award Meeting) antara PPK Belanja RM, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Galon Penyedia Jasa

yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang

dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain ;

1. Waktu Penerbitan SPPBJ

SPPBJ akan diterbitkan tanggal 21 Maret 2022

2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta

Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala

LKPP.

3. Untuk harga satuan pekeijaan yang bersifat timpang (unbalance), harga tersebut berlaku sebatas

volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
CV. MUTIARA AZKA

AzKa

RINl NURIYAH

Direktur

PPK Belanja RM
PIP Semarang

HERl PRASETYO. S.M.

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Belanja
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002
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BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARl 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : info@plp-semarang.ac.id
Home Page; www.plD-semaranq.ac.id
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BERITA ACARA EVALUASL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. I02/56/7/PIP.SMG-2022

21 Maret 2022

Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan
Penyeharan Wahah COVID-19
2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-03-
2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk
pekeijaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP
Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekeijaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
Hadir dalam rapat
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA:

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

NPWP

CV. MUTIARA AZKA

Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa
Tengah
03.123.253.1-503.000

A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI

NO NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN Tdk

ada
KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Surat Penawaran:

- Bertanggal + 19 Maret 2022

- Masa berlaku surat

penawaran
+ 30 Hari Kalender

- Jangka waktu pelaksanaan + 15 Hari Kalender

- Harga Penawaran (dalam
angka dan huruf)

-b

Rp. 98.292.480,-
(Sembilan puluh
delapan juta dua ratus
sembilan puluh dua
ribu empat ratus
delapan puluh rupiah)

- Tanda - Tangan + Direktur

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyataakan LULUS dengan demikian
dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis



B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO. NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Spesifikasi teknis +

2 Jadwal Waktu Pelaksanaan +

MASIL akhir LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO. NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Daftar Kuantitas dan Harga +

2 Koreksi aritmatik +

HASBL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyataakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO. NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Pakta Integritas +

2 Formulir Isian Kualifikasi:

a. Data Administrasi +

b. Landasan Hukum +

c. Pengurus Perusahaan +

d. Ijin Usaha (SIUP) +

e. Ijin Lainnya (TDP) +

f. Data Keuangan +

g. Data Pengalaman
Perusahaan 4 Tahun Terakhir

+

h. Data Pengalaman Pekeqaan
yang sesuai

+

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan LULUS
dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi danNegoisasi.



E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Administrasi

a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan
dalam dokumen pengadaan.

Teknis

Calon Penyedia Barang sanggup / tidok oanggup melaksanakan / menyerahkan
pekeijaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam
dokumen pengadaan.
Calon Penyedia Barang sanggup / tidaU oanggup menyerahkan barang-barang /
pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi
Calon Penyedia Barang sanggup / tidaU oanggup melaksanakan Pekeijaan dengan
spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

a.

b.

c.

Harga
Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil
sebagai berikut:
a. Harga Penawaran Pekeijaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh

CV. MUTIARA AZKA sebesar Rp. 98.292.480,- (Sembilan puluh delapan juta dua
ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Setelah dilakukan Negosiasi Harga, Hasil Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
dan Penyedia Barang adalah;

Nama Perusahaan

Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Harga Negosiasi
Terbilang

CV. MUTIARA AZKA

Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah
03.123.253.1-503.000

Rp. 98.292.480,-
Rp. 97.743.360,-
Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga
ratus enam puluh rupiah.

Demikian Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen
penawaran untuk Paket pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah C0VID-I9 ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Menyetujui:
Penyedia Barang/Jasa

CV. MUTIARA AZKA

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

7^

RINI NURIYAH

Direktur

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002
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BERITA ACARA BASIL PENGADAAN LANGSUNG ( BAHPL )

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. 102 / 56 / 8 / PIP.SMG-2022

21 Maret 2022

Pengadaan Handsanitizer Pencegahan
Penyebaran Wabah C0VID-I9
2022

dan Penanggulangan

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satubulan Maret Tahun Dua Ribu DuaPuluh Dua (21-03-
2022) dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah
mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekeijaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang
berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubahannya dan aturan turunannya) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

>  Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan
Pascakualifikasi.

>  Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah
penyedia barang/jasa yang mempunyai Surat Izin Usaha asli yang masih berlaku serta
syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Survey Harga Pasar dilakukan terhadap 1 (Satu) perusahaan yaitu CV. MUTIARA A2KA.
2. Perusahaan yang diundang sebanyak 2 (dua) dan memasukkan dokximen sebanyak 1 (satu)

Perusahaan.

3. Pemasukan dan pembukaan penawaran
❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal

tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat
dilanjutkan evaluasi.

❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut:
HPS/OE : Rp. 98.841.600,-

No NAMA PERUSAHAAN
NILAI

PENAWARAN

NILAI

PENAWARAN

TERKOREKSI

KET.

1. CV. MUTIARA AZKA Rp. 98.292.480,- Rp. 98.292.480,- Lengkap



4. Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: PL. 102 / 56 / 7 /
PIP.SMG-2022 tanggal 21 Maret 2022, unsur - unsur yang dievaluasi beserta hasilnya
adalah sebagai berikut:

a. Penelitian dan Penilaian Administrasi: Sesuai

b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : Sesuai

c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya: Sesuai

d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi; Sesuai

5. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil
sebagai berikut:

No
NAMA

PERUSAHAAN

NILAI

PENAWARAN

TERKOREKSI

NILAI

NEGOSIASI

HASBL

EVALUASI

1. CV.MUTIARA

AZKA
Rp. 98.292.480,- Rp. 97.743.360,- LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Pengadaan
Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVlD-19.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

KRISTIN ANITA IND^Y4NI. S.ST. MM
Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



a*
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62)024-8311528

FAX ; (62)024-8311529
Email ; info@pip-semarang.ac.id
Home Page: www.Dip-semaranq.ac.id

vfKAN

HASIL NEGOSIASI HARGA

PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19

POLITEKNIK ILMU PELAVARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO URAIAN JUMLAH

HARGA

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Handsanitizer 4992 pcs Rp 17.800 Rp 88.857.600

JUMLAH Rp 88.857.600

PPN Rp 8.885.760

TOTAL Rp 97.743.360

TerbUang: Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empatpuluh tiga ribu tiga ratus enam
puluh rupiah

CV. MUTIARA AZKA

/

Semarang, 21 Maret2022

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

PIP Semarang

rTvS

RIM NURIYAH

Direktur

KRISTIN AMTA IM^RIYAM. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



EVALUASIPENAWARAN ADMINISTRASL TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN. KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI

PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENVEBARAN WABAH COVID-lJ>

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

2022

NO. NANIA PERUSAHAAN
'V SYARAT-SVARAT PENAWARAN

KETERANG.AN '

1 2 3 4 SA SB 5C 50 SE 5F 5G

1 CV.MUTIARAAZKA + + + + + + + + + + + LULUS

KETERANGAN:

1. SURAT PENAWARAN

2. JADWALWAKTUPELAKSANAAN(TIMESCHEDULLE)

3. SPESIFIKASI TEKNIS

4. RENCANAANQOARAN BIAYA (RAB)

5. DOKUMENKUALIFIKASI

A PAKTAINTEGRHAS

B. FORMULIRISIAN KUALIFKASI

c. FOTOCOPY srup

D. FOTOCOPY TDP

E. FOTOCOPY NPWP

F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR

G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANL S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

Keterangan

+  : Ada

; Tidak Ada

+  : Ada, Tidak Mcmenuhi

= LULUS

= TIDAK LULUS

= TIDAK LULUS



EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHLN ANGGARAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

DUKUNGAN MAN.UEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI

PENGADAANIIANDSANITIZER PENCEGAIIAN DAN PENANGGULANGAN PENVEB.VRAN WABAH COMD-19

JL. SlNGOSARl 2A SEMARANG

2022

OWNER ESTDVUTE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) RAB CV. MXJTIARA AZKA

NO NAMA BARANG JUMLAH
HARGA (Rp) HARGA SAT.

(Rp)

PROSENTASE

(%)
KETERANGAN

TOTAL HARGA

SATUAN JUMLAH (Rp)

1 Handsanitizer 60ml 4992 PCS 18.000,00 89.856.000,00 17.900.00 99% WAJAR Rp 89.356.800

JUMLAH Rp 89.SS6.000 JUMLAH Rp 89J56.800

PPN Rp 8.985.600 PPN Rp 8.935.680

TOTAL Rp 98.841.600 TOTAL Rp 98.292.480

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDHIYAN. S.ST. MM

Pembina, iV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

KOREKSI

SELISm

TERHADAP HPS

PROSENTASE

Rp98.292.480

Rp98.292.480

RpO

-Rp549.120

-0^6%



KOREKSl ARITMATIK

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUNANGGARAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, DMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI

PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAIIAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIR/\AN SENUIRI HIPS) RAB CV. MUTURA AZK/V NEGO

NO NA\U BARANG JUMLAH
HARGA (Rp) lURGA (Rp) HARGA ̂ p)

SATUAN JUMLAH SATUAN SATU,\N ^ JUMLAH

1 Handsanitizer 60ml 4992 pcs Rp 18.000 Rp 89.856.000 Rp 17.900 Rp 89.356.800 Rp 17.800 Rp 88.857.600

JUMLAH Rp 89.856.000 JUMLAH Rp 89.356.800 JUMLAH Rp 88.857.600

PPN Rp 8.985.600 PPN Rp 8.935.680 PPN Rp 8.885.760

TOTAL Rp 98.841.600 TOTAL Rp 98.292.480 TOTAL Rp 97.743.360

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRrYANT. S.ST. MM

Penibina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

KOREKSl

SELISIH

TERHADAP HPS

PROSENTASE

Rp98.292.480 PENAWARAN

Rp98.292.480 KOREKSl

RpO SELISIH

•RpS49.120 TERHADAP HPS

^,56% PROSENTASE

Rp97.743.36fl

Rp97.743.360

RpO

•Rpl.098.240

.1,11%



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU RELAYARAN SEMARANG
^KAN

1  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX : (62)024-8311529
SEMARANG (62)024-8311528 Email ; info@pip-semarang.ac.id

KODE POS 50242 Home Page :www.DlD-semarana,ac.id

DAFTAR HADIR PEMBIJKAAN PENAWARAN

H a r i

Tanggal
Pimpinan rapat
Acara

Senin

21 Maret 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Handsanitizer Pencegahan
dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19

Peiabat Pengadaan Barang/Jasa

NO NAM A TANDA TANGAN

1.
KRISTIN ANITA

INDRIYANI, S.ST, MM 1 )

Penvedia Barang/Jasa

No Nama Perusahaan TANDA TANGAN

1. RININURIYAH CV. MUTIARA AZKA I-



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
^KAN@1

1  JALAN SINGOSARl 2A TELP. (62)024-8311527 FAX : (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 Home Page; www.Dio-semarana.ac.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. 102 / 56 / 6 / PIP.SMG-2022

21Maret 2022

Pengadaan Handsanitizer Pencega/ian dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-I9
2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh dua (21-03-
2022) dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah
diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekeijaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :
1  Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2  Penyedia Barang Barang dan Jasa : CV. MUTIARA AZKA

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut;
Bahwa Perusahaan CV. MUTIARA AZKA telah memasnkkan penawaran untuk Pengadaan
Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wahah C0VID-I9. Nilai
penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 98.292.480,- (Sembilan puluh delapan juta dua
ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) harga tersebut sudah termasuk
keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari
kalender, Jangka waktu pelaksanaan 15 (lima belas) hari kalender.

Uemikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Handsanitizer Pencegahan
dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 ini dibuat dalam rangkap secukupnya
dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Peiabat Pengadaan Barang/Jasa

1. KRISTIN ANITA INDRIYANl, S.ST, MM

Penyedia Barang/Jasa

TANDA - TANGAN

1. RININURIYAH CV. MUTIARA

AZKA

.  'W y)k> .

CV. Itui. J



mm.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM ^KAN

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
1  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX : (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email ; info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 Home Paae: www.DiD-semarana.ac.id

LAMPIRAN BKRITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP>

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGAItAN

Nilai HPS/OE

PL. 102 / 56 / 6 / PIP.SMG-2022

21 Maret 2022

Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah C0VID-I9
2022

Rp. 98.841.600,- (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus
empat puluh satu ribu enam ratus rupiah)

NO.
NAMA

DOKUMEN

HARGA

JANGKA WAKTU

PERUSAHAAN

1 2 3 4 5

PENAWARAN
SURAT

PENAWARAN

PELAK

SANAAN

1.
CV. MUTIARA

AZKA
+ + + + + Rp 98.292.480,-

SOHari

Kalender

ISHari

Kalender

+ : ada

-  : tidak ada

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

Surat Penawaran

Dokumen Penawaran Teknis

- Spesifikasi Teknis
- Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
Dokumen Penawaran Harga
- Daflar Kuantitas dan Harga
Pakta Integritas
Formulir Isian kualiflkasi

Penyedia Barang/Jasa
CV. MUTIARA AZKA

RINl NURIYAH

Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

•

KRISTIN ANITA INDRIYANl. S.ST. MM

Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRASNPORTASI. LAYANAN

DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN

PERKANTORAN. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-19

PEKERJAAN

PENGADAAN HANDSANITIZER

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVTO-IP

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. MUTIARA AZKA
Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah



m  CY yvfufiam Az^a
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERSGENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

IL DWOKDWAl I IV NO 1ft TKl.P (024) 7615290 SEMARANG 550141

Nomor : 017/ANDLR/III/2022 Semarang, 21 Maret 2022
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

di

Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran
Wabah COVID-19

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 / 55 /12 / PiP.SMG-2022 tanggal
18 Maret 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini
kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 sebesar Rp. 98.292.480,- (Sembilan puluh delapan
juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
selama 8 (Delapan) hari kaiender.

Penawaran ini beriaku selama 30 (tiga puluh) hari kaiender sejak tanggal Surat Penawaran Ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:
1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen
asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada
semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

CV. MUTIARAAZKA

/

RINI NURIYAH

Direktur



m  CY 'MutiaraAzk^
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERSGENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

li. DWCki'vVAl ; N 1 i - ; : i' , «t., i|--M si.v.ARANCriOl'U

SPESIFIKASITEKNIS

Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19

Politeknik llmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

NO URAIAN JUMLAH

HARGA

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Handsanitizer 60ni] 4992 pcs Rp 17.800 Rp 88.857.600

JUMLAH Rp 88.857.600

PPN Rp 8.885.760

TOTAL Rp 97.743.360

Terbilang: Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam
puluh rupiah

Semarang, 21 Maret 2022

CV. MUTIARA AZKA

CV.

RININURIYAH

Direktur



m  CY. J^ufiamAzk^
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERSGENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

IL inWRiWATI IV NO li. 1 n P ,ir:4| rt,! -. •»« SEMARANC S#141

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19

Politeknik llmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

No Uraian Hari

Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19

8

A Kontrak Efektif 1

B Tahap Perencanaan 1

C Tahap Pekerjaan 6

D Serah Terima 1

E Selesai 1

Semarang, 21 Maret 2022

CV. MUTIARAAZKA

/
CV.

RINI NURiYAH

Direktur



m  CY 'MuiiaraAz^a
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERSGENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

IL inVURvUVATI IV NO l(, TM.P (OllVI StMARANG .SOI U

SATUAN KERJA

PEKERJAAN

LOKASI

TH. ANGGARAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN

PENANGGULANGAN PENYEBARAN WARAH COVID-19

JL. SINGOSARI NO. 2A SEMARANG

2022

DAN

NO URAIAN JUMLAH

HARGA

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Handsanitizer 60ml 4992 pcs Rp 17.900 Rp 89.356.800

JUMLAH Rp 89.356.800

PPN Rp 8.935.680

TOTAL Rp 98.292.480

Terbilang: Sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus
delapan puluh rupiah

Semarang, 21 Maret 2022

CV. MUTIARAAZKA

/
C^. Mi

RINI NURIYAH

Direktur



DOKUMENISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRASNPORTASL LAYANAN

DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN

PERKANTORAN. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-19

PEKERJAAN

PENGADAAN HANDSANITIZER

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-19

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. MUTIARA AZKA
Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang Jawa Tengah



m  CY J^utiamAzka
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

|L DWOKOWATI IV NO H, THIT f024) 761 Si^n SEMARANG 50Ml

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

No. Identitas

Jabatan

Bertindak untuk

dan atas nama

RINI NURIYAH

3374135409740006

Direktur

CV. MUTIARA AZKA

dalam rangka pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran
Wabah COVlD-19 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi
KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan
hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Apabila metanggar bal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat
secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 19 Maret 2022

CV. MUTIARA AZKA

RINI NURIYAH

Direktur



lu CY. Jvfufiam
GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIERS

|L [)WUK(JWATI !V' NO TKLP (0241 7615290 SEMARANG ,50141

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIRKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama RININURIYAH

Jabatan DIREKTUR

Bertindak untuk CV.MUTIARA AZKA

dan atas nama

Alamat Jl. Dworowati IV No.16, Semarang JawaTengah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1  saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte
Pendirian Nomor 18 tanggi 8 April 2011 oleh Notaris ANDY MULYONO,SH dan akte
perubahan terakhir Nomor 27 tanggal 08 Juni 2021 di Semarang oleh Notaris TUNJUNG
WIDHI WASESA SUWADJI,S.H.,M.kn.

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daflar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan. tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar
Hitam;

7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:



A. Data Administrasi

1. Nama (PT/CV/Firma/
Koperasi) CV.MUTIARAAZKA

2. Status □ Pusat [ [ Cabang
3. Alamat

No. Telepon
No. Fax

E-Mail

JL. Dworowati IV NO. 16, Semarang
024 76331072

4. Alamat Kantor Pusat
No. Telepon
No. Fax

E-Mail

B. IzinUsaha

1. No. Surat Izin Usaha :  1-3374-2-00794-017846

Tanggal 20 Oktober 2020
2. Masa berlaku izin usaha 20 Oktober 2023

3. Instansi pemberi izin usaha :  Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Semarang

C. Izin Lainnya

1. No. Tanda Daftar Perusahaan ;  0-3374-07-002-1-11-017486

2. Masa berlaku 25 Agustus 2023
3. Instansi pemberi izin :  LPJK



D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Kop

a. Nomor Akte

b. Tanggal

c. Nama Notaris

srasi

18

08 April 2011

ANDY MULYONO ,SH.

2. Akta Perubahan Terakhir

a. Nomor Akte

b. Tanggal

c. Nama Notaris

27

08 Juni 2021

TUNJUNG WIDHIWASESA

SUWADJI,S.H,M.kn.

£. Pengurus
1, Pengurus Utama /Pengurus Cabang (CV)

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan Usaha

1 RININURIYAH 3374135409740006 Direktur

2 WIDODO 3374091911850001 Komanditer

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan

Usaha/Kemitraan

1

2

F. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk

CV/Firma)

No. Nama No. KTP Alamat Persentase

1
RINI

NURIYAH
3374135409740006

Jl.SriRejeki V
No.16, 95%

Semarang

2 WIDODO 3374091911850001

Petompon
005/001,
Semarang

5%



2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak 031232531503000

b. Bukti laporan Pajak Tahun
terakhir

c. Bukti Laporan bulanan (tiga
bulan terakhir):
l)PPhPasal21; No. tanggal

2) PPh Pasal 23; No. tanggal

3) PPh Pasal 25/Pasal 29; No. tanggai

4) PPN No. tanggal

d. Surat Keterangan Fiskal (sebagai No. tanggal

pen^^anti huruf b dan c)

G. Data Personalia (Tenaga ahll/teknis badan usaha)

No Nama
Tgl/bln/thn

lahir

Tingkat
Pendidik

an

Jabatan

dalam

pekerjaan

Pengalaman
Kerja
(tahun)

Profesi/

keahlian

Tahun

Sertifika

t/

Ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8

H. Data Fasilltas/Perala an/Perlengkapan

No.

Jenis

Fasilitas/Perala

tan/

Perlengkapan

Jumlah

Kapasitas
atau

output

pada saat
ini

Merk

dan

tipe

Tahun

pembuat
an

Kondi

si

(%)

Lokasi

Sekarang

Bukti

Kepemilikar
/Dukungan

Sewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9



L Data Pengaiaman Perusabaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang
yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No.

Nama

Paket

Pekerjaan

Sub

Bidang
Pekerjaan

Lokasi

Pemberi Tugas/
Pejabat
Pembuat

Komitmen

Kontrak
Tanggal Selesai

Menurut

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai Kontrak

BA

Serah

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J. Surat Keterangan/Referensi Bank

Surat Keterangan/ZReferensi dari Bank Pemerintah/Swasta:

Nomor

Tanggal
Nama Bank

Pembantu Semarang
Rekening

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang

1-058-00303-1

Demikian pemyataan ini saya boat dengan sebenamya dan penuh rasa tanggung jawab.
Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan
ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi
berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara
perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

S^arang, 19 Maret 2022

CV. MUTIARA AZKA

/

BDF39AJX41514:

RINI NURIYAH

Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
1  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX : (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email : info@pip*semarang.ac.ld
KODE PCS 50242 Home Kaae: www.DiD-semaranq.ac.ld

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

HARI/TANGGAL

: POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

: DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN

PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM

SDM TRASNPORTASI. LAYANAN DUKUNGAN

MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN

PERKANTORAN. PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH

COVID-19

: PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH

COVID-19

; JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

: SENIN,7FEBRUARI 2022

NO PERUSAHAAN/ALAMAT
NAMA&

JABATAN
JAM

TANDA

TANGAN

1 CV. MUTIARA AZKA

Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang

Jawa Tengah

RININURIYAH/

Direktur

11.00 WIB

PEJABAT PENGADAAN BELANJA RM

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



M
TURUNAN

A KT A

Tanggal : 8 APRIL 2011

Nomor - 18 -

fi
%

HBRSBROAN KCMAnDIOSR

ANDHY MULYONO, S.H.

NOTARIS

Dl

SEMARANG

Keputusan Menteri KehaMman Rl
Tgl. 19 • 12 • 1992 No. M - 39 - HT. 03.01 -Ih. 1992

Jalan Saidan 7 Telp. (024) 3540985
SEMARANG-50139



ANDHY MULYONO, ftJL,
NOTARIS SRMARANG^

PERSERQAN KQMANDITER.

Nomor : - 16

Pada hari ini, hari Jiioi'at tanggal delapan April

diiaribu aefcwlas (8-4-2011), - —-

laenghadap kepada saya, ANDHY MULYONO, Sarjana Hukua,—

Notaris di Semarang, dengan hadirnya para saksi yang

saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian -

akhir ak ha ini : -

1. Nyonya RINI NIJRIYAH, lahir di Semarang pada

tanggal eepatbelas September seribu sembilanratus

tujuhpuluh empat (14-9-1974), Marga Negara

Indonesia, swasia, bertempat tinggal di Semarang,

Jalan DMoroMati Raya 24. - —

2. Tuan SRI GANDONO, lahir di Grobogan pada tanggal -

empat Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh lima -

(4-3-1975), Warga Negara Indonesia, smasta,

bertempat tinggal di Kabupaten Brobogan, Kecamatan

TeguMaiHi, Desa Medani RT.03/RW.01.

Para (lenghadap telah saya, Notar is kenal.

Para penghadap menerangkan denyan ini mendirikan

suaiu perseroan komanditer dengan ketentuan—kelentuan

sebagai herikiit :

Pasal 1. -

Pefsernari ini didirikan memakai nama "CV. WJTIARA

AZKA", berkedudukan di Kota Semarang.

Di Iain-Iain tempat dapat didirikan cabang-cabangnya.

Pasal 2.

Haksud dan tujuan dari perseroan ini ialah berusaha -

dalam bidang-bidang :



a'- perdagangah umum, termastik impor, ekspor,

perdagangan antar pulau dan perdagangan lokal,

serta bertindak selaku leveransir, grossir,

distributor dan-^agen; '

b. pembarongan bangunan, Jalan, jeflibatan, sarana air,

sarana-listriky-sarana telekomunikasi dan

pekerj aan-pekerj aan 1alnnya; —

C-' perindustrian;-

d. pengangkiitan;

e. perbengkelah; : ■;

f. pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; -

g. percBtakan dan penerbitan;

h. pelayanan jasa, kecuali Jasa di bidang hukum dan -

j parpajakan;
kesemuanya dalam arti kata seliias-luasnya, baik untuk

plhak sendiri maupun bersama pihak lain.

PBrseroan ini didirikan untuk Jangka waktii yang

tidak ditentukan latnanya dan dimulai pada tanggal

penandatanganan akta ini.

Tiap~tiap pesero berhak untuk keluar dari perseroan -

setiap saaty asalkan ia memberitahiikan keliendaknya —

itu dengan tertulis kepada fjesero lainnya, tiga bulan
SBbelumnya.

Pasal 4.

Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan

setiap Naktu dinyatakan dari buku—buku perseroan.

Dengan persetujuan semua pesero, modal tiap-tiap

waktu dapat ditambah.

Setiap penyetoran modal harus dicatat dalam

>  1



rekening, modal atae nama pesero yang menyGtorkan

modal ifcu dan kepada peaero teraebui diberikan

tanda bukti pehyetoran yang ditandatangani oleh

peaero pengurua.

Pesero pengurua aeberapa dapat memasukkan tenaga,

usaha, daya dan perhubungannya-

Para pesero aemuanya harua Marga Negara Indonesia. —

Tlap—tlap pesero dilarang melepaskan atau menjual hak

bagiaiiiiya dalam perseroan, kecuali dengan izin pesero

lainnya. —

Apabila pesero lainnya mengizinkan penjualan atau

pelepasan itu, maka penjualan atau pelepasan hanya —

dapat dilakuKan kepada seorang/orang-orang

berkewarganegaraan Indonesia-

Apabila larangari penjualan/pelepasan ini dilanggar, -

inaka fiak -bagian dalam perseroan dari pesero yang

melariggar menjadi hilang dan bagiannya jatuh kepada -

dan menjadi milik perseroan-

Pasal 6-

Pesero RINI NURIYAH —

dalam perseroan ini adalah pesero pengurus dan

bertanggungjawab penuh, sedangkan pesero SRI GANOONO

adalah pesero komanriiter yang hanya bertanggungjawab

sejumlah modalnya dalam perseroan-

Pesero RINI NURIYAH

dengan nama Jabatan Direktur berhak mewakili

perseroan ini di dalam dan di luar pengadilan dalam —

segala Hal dan untuk semua tindakan, asalkan dalam —

lingkungan yang ditentukan oleh tujuan perseroan, ——



balk untuk fnelakukan tindakan pengurusan roaupun ^—

tindakan -pBmil-ikartp maka dari- itii berhak untuk

mengikat perseroan terhadap orang lain dan sebaliknya

orang lain terhadap perseraan, kanpa ada /ang

dikecualikan.

Dalam rekening blaya^ idimasukkan Beluruli pengeluaran

uang yang diperlukan uniiik kepentingan perseroan,

seperti ongkos jalan, angkos penginapan jika

bepergian, gaji dan hadiah para pegawai, biaya :

penglriman surat^ uang sewa gudang, rekening listrik,

rekening telepan dan lain ̂ sebagainya.

——.— Pasal 8,

Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan

Desember. •

Dalam waktu.tiga bulan setelah itu dibuat suatu

neraca dan perhitungan iintung-rugi oleli pesero

pengurusi yang- harus diletakkan di kantor perseraan ~

hingga akhir bulan ^Ipril dari tiap iahiin untuk

dilihat oleh para pesero.

Para pesero menandatangani neraca dan perhitungan

untung-rugi tersebut sebagai tanda pengesahan atau —

mengajukan keberatan-keberatan terhadap neraca itu. -

Setelah neraca dan perhitungan untung-rugi diterima -

baik, maka tanda pengesahan mereka itu berarti

memberi peltinasan dan pembebasan tanggungjawab

terhadap pekerjaan-pesero.ipengurus dalam waktu yang —

telah lampaii.

,  , Pasal 9.

Keuntungan atau kerugian akan dibagi atau dipikul



»■ 1 —

'aleh para pesero,- masing-masing menurut perbandingan

modal mereka! dalam pBrsernan, dengan pengertian bahwa

pesero komanditer- menanggung kerugian fcidak lebih »

dari mndalnya dalam "perseroan.

Pasal' 10.

Apabila aalah senrang pesero meninggal diinia, maka ia

dipandang telah'keluar'dari' perseroan dengan izin
t

pesero lainnya,; satu hari sebelum hari meninggalnya -

Dalam ttal. seperti dimaksiid'dalam ayat 1 pasal ini dan

apabila salah seorang pesero keluar dari perseroan —

-berdasarkan pasal 3 dari -anggaran dasar perseroan, —

maka buku-buku perseroan ditutup pada hari keluarnya

pesero yang bersangkutan dan bagiannya dalam kekayaan

perseroan menurnt buku dalam waktu enam bulan

terhil-.ung miilai hari keluarnya dari perseroan akan —

diberikan kepada ahliwaris pesero yang meninggal

dunia atau kepada pesero yang keluar berdasarkan

pasal 3 tersebut' dan setelah pembayaran dilakukan

maka semua kekayaan dalam perseroan merupakan milik -

peserO'yang masih ada, pesero^mana berhak melanjutkan

perseroan ini sendirian aiau dengan lain orang yang -

berkewarganegaraan Indonesia, dengan memakai nama

perseroan ini•

r  Pasal 11-

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit atau —

:dif:aruhtdi bawah penyanipuan, maka ia dipandang kelah

keluar dari perseroan dengan izin pesero lainnya,

satu< hari sebelum pernyataan pailit atau sebelum

ditraruH di baMah pengampuan^ dengan ketentuan bahMa —



btikiJ-biiku perseroan ditutup pa'da hari keluarnya

pRsero yang jbersarigkutan dan bagiannya dalam kekayaan

perBerban- menurut buku: Belambat-laQihatinya dalam waktu

enatn bu-lan terhifcung mulai hari keluarnya akan

. diberikan^-kepada yang-berhak atas baglan tersebiit dan

sekelah' pembayaran dilakukan maka semua kekayaan

dalam^perseroan-merupakan milik peeero yang maalh

ada, pBsero mana^ berhak melanjiitkan perseroan ini

sendirian atau dengan lain orang yang

berkewarganegaraan- Indonesia, dengan memakai nama

perseroan ini- :

—. Pasal 12.

Bi'lamana perseroan inii telah menderita kerugian —

sampai Jiimlah yang melebihi- 50% (limapuluh persen) —

dari modalnya,-maka pesero pengiirus wajib

memberi-tahukan :hal it.u kepada pesero komanditer dan -

keniudian pesero komaridilier- berhak untuk dengan

sekeiika itu Juga mengundurkan diri dari perseroan —

dan menerima kembali bagian yang merupakan haknya

dalam'kekayaan perseroan- |
UPesero yang bersangkutari dianggap telah keluar dari - |

perseroan pada -saat kehendaknya untuk keluar itu

dlberitahukan kepada pesern lairinya dengan siirat —■—

jurusita atau surat tercatat.

Dalaro-kejadian demikian berlaku kehentuan pasal 10 —

ayat terakhir.- —'—^

.  ——r——; Pasal 15.

Bilamana-'dapat dibuktikan bahwa pesern pengurus

melalaikan-keHajibannya untuk mengurus dan
meiijalankan perseroan dengan semestinya atau



melakukan tindakan yang merugikan perseroan, maka

pBserD lainnya berhak untuk dengan seketika itu Juga

mGngundurkah dir.! dari. perseruan dan menerifna kembali

haglan yang menipakan haknya cfalam kekayaan

perseroan. —

Dalam kejadian demikian berlaku ketentuan-ketentuan —

pasal 10 ayat terakhir dan pasal .12 ayat kedua.

Pasal 14-

Hal-hal yang tldak atau kidak cukup diatur dalam akta

ini diputuB oleh semua pesero.

Pasal 15-

Mengenal hal ini dan segala akibatnya, semua

pesero memilih tempat kinggal tetap dan umum pada

Kepanlkeraan Pengadilan Negeri di Semarang.

DEMIKIANLi^ll AKTft INI.

Dibuat. dan ri.iselesaikan di Semarang, pada hari dan —

tanggal yang dlsebutkan pada bagian awal akta ini, —

dengan hadirnya :

- Tiian ERRY SUSANTO, lahir di Semarang pada tanggal -

duapuluh lima Mei seribu sembilanratus delapanpuluh

(25-5-1980), Narga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Semarang, Jalan Sadewa 1/50,

Tiian ADITVA AJIE NUGRQHO, lahir di Semarang pada —

tanggal liniabelas Januari seribu sembilanratus

delapanpuluh (15-1-1980), Warga Negara Indonesia, -

bertempat tinggal di Semarang, Jalan Ganesha

Selatan H/5B,

kedua-duanya karyawan Notaris, sebagai para saksi. —

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada

para penghadap dan para saksi, lalu ditandatangani —
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASi MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DiREKTORATJENDERAL
ADMINiSTRASI HUKUM UMUM

JL H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Seiatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0002335-AH.01.15 Tahun 2020

Lampiran : -

Perlhal ; Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV MUTIARA A2KA

Kepada Yth.
Notaris SHELMA MUTTI SUBASIR S.H.

M.Kn.

JALAN VETERAN NOMOR 14
Kabupaten Kendal

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi
Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 08 April 2011 yang dibuat oleh Notaris ANDHY MULYONO.
SH berkedudukan dl KOTA SEMARANG, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal ISJanuarl
2020 mengenai pencatatan pendaftaran CV MUTIARA AZKA berkedudukan di Kota Semarang telah diterima
dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat
Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

0^

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ISJanuari 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENOERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

I i'
l;Tl •

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Januari 2020
Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran dicetak dari SABU
(Sistem Administrasi Badan Usaha) Online

JCendal, 15 Januari 2020

A

SHELMA MUTTI SUBASIR, S.H., M.Kn
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LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
LP)K Construction Services Ocvelopment Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
Berdasarkan Undang • Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan
bahwa ;

Nama Badan Usaha MUTIARA AZKA, CV

Nama Pimpinan / PJBU RIni Nuiiyah
Alamat Badan Usaha jl. Dworowati IV No. 16 Semarang

Kabupaten/Kota Kota Semarang Kode Pos : 50141

Provinsi Jawa Tengah

No. Telepon 024-7615290 Fax : 024-7615290

E-mail mutiara_a2ka@ymail.com
NPWP 03.123.253.1-503.000

Jenis Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

Sifat Usaha Umum

Kekayaan Berslh Rp. 500.000.000

|No Registrasi 0 - 3374 • 06 • 002 • 1 • 11 - 017486

Oinyatakan memiliki kompetens! dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kuatiflkasi
sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2020 dan beriaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 dengan disertai kewajiban untuk
metakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 25 Februarl 2022 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal
25 Februari 2023,

Ditetapkan di
Pada tanggal

:Semarang

;26 Agustus 2020

Ketenngsn:

1. OBCode dar Data yang tftrra dalam SHU Inl dapatdlvirf^nicail mHakil Ceftiflcate Scanner
Senifikat ,ni tidak memertukan landa targan basah karena tebh ditatwiatarvgani Mcara eleMranik (DtgKal Signature)

Lembaga Pengembangan jasa Konstruksi
ProvinsI Jawa Tengah
Badan Pelaksana

Nanajer Eksekutif

Nur Atimah.SE



RINCIAN KLASIFiKASI DAN KUALIFIKASI

BADAN USAHAJASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : MUTIARA AZKA, CV

Klasifikasi Bidang Usaha : Bangunan Gedung

Kuaiifikasj Bidang Usaha : Kecil

Anggota Asosiasi ; GAPENSi

No Subkualtflkasi
Kode

Subldasifikasi
Subklasifikasi

Kemampuan Dasar

Tahun Nilai (juta Rp)

1 K1 8G007 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan - -

2 K2 BGOOe Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan - -

3 ta 8G009 jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
- -

Mulyono HadipranotOiMBA
m ■■ILJ M KETUAUMUM
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M
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

LpjK Construction Services Development Board ol Indonesia
SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan
bahwa :

: MUT1ARA AZKA, CV

; RIni Nuriyah
; Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang

Nama Badan Usaha

Nama Pimpinan / PJBU
Aiamat Badan Usaha

Kabupaten / Kota

Pfovinsi

No. Telepon

E-mail

NPWP

jenis Usaha

Sifat Usaha

Kekayaan Bersih

Kota Semarang

Jawa Tengah

024-7615290

mutiara_a2ka(aymail.com

03.123.253.1-503.000

Jasa Pelaksana Konstruksi

Umum

Rp. 500.000.000

Kode Pos

Fax

50141

024-7615290

No Registrasi 0 • 3374 - 07 • 002 - 1 • 11 • 017486

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuat dengan klasifikasl dan kualifikasi
sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2020 dan berlaku sampai dengan tanggat 25 Agustus 2023 dengan disertai kewajiban untuk
meiakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 25 Pebruari 2022 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal
25 Pebruari 2023,

I

Ditetapkan di
Pada tanggal

Ketersngin;
1. OACadc dan Oa(a irang trnrra (talvn UU <ni dapat divrrininasi itmMuI Apllliasi Cart'lcata Scanner
}. SertKlkat ini tidak memerlukan tanda targan basah karena (elah dAandatanganI secara elektronlk (Digital Signature)

: Semarang
: 26 Agustus 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Nur Atlmah,SE



RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI

BADAN USAHAJASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha

Klasifikasi Bidang Usaha

Kualifikast Bidang Usaha

Anggota Asosiasi

MUTiARA AZKA, CV

Bangunan Sipil

Kecil

GAPENSi

No Subkualifikasl
Kode

Subidasifikasi
Subklasifikasi

Kemampuan Dasar

Tahun Nilai (juta Rp)

1 Kl SlOOl
Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhar, Dam, dan Prasarana Sumber
Daya Air Latnnya - -

2 K3 SI003
Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi jalan Raya (kecuali jalan layang], jalan, rei kereta api,
dan landas pacu bandara ■ -

3 Kl SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways - -

Mulyono Hadlpranoto.MBA
KETUA UMUM



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PERSETUJUAN IZIN USAHAJASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR: 1-3374-2-00794-017846

Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) nomor: 0-3374-06-002-1-11-017486

maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang memberikan
Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional kepada :

NIB

Nama Badan Usaha

Alamat Badan Usaha

Jalan

RT/RW

Kelurahan

Kecamatan

Kota / Provinsi

NPWP Badan Usaha

Jenis Usaha

Klasifikasi Badan Usaha

Kualifikasi Badan Usaha

Nama Penanggung Jawab Utama
Badan Usaha

Nama

Nomor Telepon

Nama Penanggung Jawab Teknis

Nama

Nomor PJT-BU

Berlaku sampai dengan tanggal

0220000933003

CV. MUTIARA AZKA

Jl. DWOROWATI IV No. 16

04/08

KROBOKAN

SEMARANG BARAT

KOTA SEMARANG /

JAWA TENGAH

03.123.253.1-503.000

PELAKSANAAN

BANGUNAN GEDUNG

KECIL

RINI NURIYAH

024-7615290

Kode Pos : 50141

DEVI HARIYANTO

2.2.031.1.142.31.4072288

25 Agustus 2023

Dengan Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ini, maka yang bersangkutan bisa
melakukan kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik
Indonesia.

Dikeluarkan di: SEMARANG

Pada Tanggal : 20 Oktober 2020

a.n. WALIKOTA SEMARANG

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Semarang

■

SOENARTO, S.Kom. MM.

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang
ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung
jawab pelaku usaha.



Lampiran
Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstxuksi Nasional

Nomor : 1-3374-2-00794-017846

Tanggal: 20 Oktober 2020

Nama Badan Usaha

Jenis Usaha

Kualihkasi Bidang Usaha

Klasifikasi Bidang Usaha

Nomor SBU

Anggota Asosiasi

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALinKASI

BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

CV. MUTIARAAZKA

PELAKSANAAN

KECIL

BANGUNAN GEDUNG

0-3374-06-002-1-11-017486

GAPENSI

No Klasifikasi / Subklasifikasi Kode Subklasifikasi Subkuallfikasl
Kemampuan Dasar

Tahun Nilai (|uta Rp)

Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi
Bangunan Pendldikan

jasa Pelaksana Untuk Konstruksi
Bangunan Kesehatan

jasa Pelaksana Untuk Konstruksi
Bangunan Gedung Lainnya

BG007

BG008

BG009

K1

K2

K1

Dokumen in! dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang
ditampilkan dalam dokumen inl dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab

pelaku usaha.

KEABSAHAN LEGALISASl lUJKN

a.n. WALIKOTA SEMARANG

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Semarang

2021 2022

SOENARTO, S.Kom. MM.



0220000933003

CV. MUTIARAAZKA

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PERSETUJUAN IZIN USAHAJASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR: 1-3374-2-00794-017846

Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) nomor: 0-3374-07-002-1-11-017486
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang memberikan
Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstxuksi Nasional kepada :

NIB

Nama Badan Usaha

Alamat Badan Usaha

Jalan : Jl. DWOROWATIIV No. 16

RT / RW ; 04/08

Kelurahan : KROBOKAN

Kecamatan : SEMARANG BARAT

Kota / Provinsi : KOTA SEMARANG /

JAWA TENGAH

03.123.253.1-503.000

PELAKSANAAN

BANGUNAN SIPIL

KECIL

KodePos : 50141

NPWP Badan Usaha

Jenis Usaha

Klaslfikasl Badan Usaha

Kualifikasi Badan Usaha

Nama Penanggung Jawab Utama
Badan Usaha

Nama

Nomor Telepon

Nama Penanggung Jawab Teknis

Nama

Nomor PJT-BU

Berlaku sampai dengan tanggal

RINI NURIYAH

024-7615290

DEVI HARIYANTO

2.2.031.1.142.31.4072288

25 Agustus 2023

Dengan Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Ini, maka yang bersangkutan bisa
melakukan kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik
Indonesia.

Dikeluarkan di; SEMARANG

Pada Tanggal ; 20 Oktober 2020

a.n. WALIKOTA SEMARANG

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota SemarangB

B

B

SOENARTO, S.Kom. MM.

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang
ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT men/ad/ tanggung
jawab pelaku usaha.



Lampiran
Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstniksi Nasional

Nomor : 1-3374-2-00794-017846

Tanggal: 20 Oktober 2020

Nama Badan Usaha

Jenis Usaha

Kualifikasi Bidang Usaha

Klasifikasi Bidang Usaha

Nomor SBU

Anggota AsosiasI

RINCIAN KLASIHKASI DAN KUALIHKASI

BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

CV. MUTIARA AZKA

PELAKSANAAN

KECIL

BANGUNAN SIPIL

0-3374-07-002-1-11-017486

GAPENSI

No. Klasifikasi / Subklasifikasi Kode Subklasifikasi Subkualifikasi

Kemampuan Dasar

Tahun
NIlai (juta
Rp)

Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran
Air, Pelabuhan. Dam. dan Prasarana
Sumber Daya Air Latnnya

Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan
Raya (kecuali jalan layang), jalan. rel
kereta api, dan landas pacu bandara

Jasa Pelaksana Konstruksi PekerJaan
Jembatan. Jalan Layang, Terowongan dan
Subways

SlOOl

51003

SI004

K1

KB

K1

Dokumen Inl dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang

ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab

pelaku usaha.

KEABSAHAN LEGALISASi lUJKN

2021 2022

a.n. WALIKOTA SEMARANG

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Semarang

SOENARTO, S.Kom. MM.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentnan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Pcraturan Peraerintab Nomor 24 tahun

2018 tcntang Pelayanao Perizinan Bcrusaha Terintegrasi Sccara Elektronik. untuk dan atas nama
Menteri. Pimpinan Lembaga. Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha

izin Usaha Jasa Konstmksi kepada:

Nama Perusahaan

Nomor Indnk Berusaha

Alamat Kantor /

Korespondensi

Kode KBLI

Nama KBLI

Nomor Proyek

Lokasi Usaha

CV MUTIARA AZKA

0220000933003

JALAN DWOROWATl IV NOMOR 16, Kel. Krobokan. Kec.

Semarang Barat. Kota Scmarang, Prov. Jawa Tengah

42112

KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG

202010-1914-3 345-2089-039

jl. E)worowati Raya. Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat,
Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan penindang-
undangan.

2. Pelaku usaha yang telab mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana
tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai
peraturan pcrundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

4. Apabila di kemudian hari tcmyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha

Perubahan ke -1 Tanggal

20 Oktober 2020

20 Oktober 2020

m

Dicetak tanggal: 20 Oktober 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRA.N

LOKASI USAHA/BIDANC IISAIIA YANG BELUM MEMENUIII KOMTTMEN

Izin Usaha atas nama Izin Usaha Jasa Konstruksi dcngan NIB 0220000933003 yang telah
diterbitkan melalui sistem OSS dcngan rincian sebagai berikut:

I. a.Lokasi Proyek

1. Aiamat

2. Provinsi

3. Kabupaten/Kota

4. Kecamatan

5. Kelurahan

b.Kode/Nama KBLI

c.Kapasitas Prochiksi

: jl. Dworowati Raya

: Jawa Tengah

: Kota Semarang

: Semarang Barat

: Krobokan

: 42n2.B/KONSTRUKSI

JEMBATAN DAN JALAN

LAYANG

;  I. jasa Kootruksi Jalan dan Jembatan. 5.00. Rp

2. Jasa iConstniksi Jalan Raya.rel kereta api.

5.00. Rp

3. Jasa Konstruksi Bangunan Sipil saluran
Irigasi, 5.00, Rp
4. Jasa Konstruksi Bangunan Gedung lainnya.

5.00, Rp

5. Jasa Konstruksi Bangunan Pcndidikan. 5.00,

Rp

6. Jasa Konstruksi Bangunan kesehatan. 5.00,

Rp
7. jasa konstruksi bangunan, 5.00, Rp

8. Jasa Konstruksi, 1.00, Rp

d.Jumlah Tenaga Keija

e.NPWPCabang

f.Status Izin Usaha

g.Tanggal Pengajuan

h.Nomor Proyek

Laki-laki; I orang

Belum memenuhi komitmen

20 Oktober 2020

202010-1914-3345-2089-039

Pcrempuan: I orang

Dotumtn ini dilerhilkan melaiui Sislem OSS <ttat daxw data dari pelaJcu utaha. Kebenaran dan keahiahan atas data yang ditamplUutn dalom
dokumen ini dan data yang tersia^tan dalam SLstem OSS menjadi langgungJawab pelaku usaha sifpemilmya.

Dicetak tanggal: 20 Oktober 2020



JL PEMUOA NO. 1

SEMARANG 50142

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTGRAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT

Telepon: 024-3545421, 024-
3545422

Fax: 024-3545423

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No : PEM-02924/WPJ.10/KP.0303/2011

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4)') Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/20G8, dengan ini dlterangkan bahwa:

1. Nama

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

4. Alamat

5. Merek/Akronim

6. Status Modal

7. Status Usaha

8. Kewajiban Pajak

CV.MUTIARA AZKA

03.123.253.1-503.000

45000 - KONSTRUKSI

JL. DWOROWATI IV NO. 16 RT 004 RW 008, KROBOKAN
SEMARANG BARAT SEMARANG JAWA TENGAH - 50141

SWASTA

PUSAT

[X1PPN I PPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagal Pengusaha Kena Pajak.

w •!

mitf"©

n\

Semarang, 18 Mei 2011

Kepala Kantor

Seksi Peiayanan,

=!::'195806271979111001
j



keluraham

'Wodel ; Dpp.5

Kode Kelurahan :

S U R A T f^^'^ERANGAr^J
_  PEMGAMTAR 0213284 EG

Vang bertanda tangan d.bawah i

'■ Keluarga
2- Nomor Pokok Penduduk
3- Wama lengkap

I K.T.R

^enerangkan bahwa :

4. Jenis kelamin
5. "Tanggal lahir

6. •^ota kelahiran
7. A 1 a m a t
8. Status perkawinan
9. A g a m a

10. Kewarganegaraan
n. Pekerjaan

12. Keperiuan

:

'

.  /?

■■
;

: ^a/^- y>oi  ^' '»/
-

■  kawin 2. 3. Q

-  /92Ay)-
"fS- Beriaku mulai
^4. Keterangan Iain-Iain •) ^" .r.rfks..

/r>

Demlkian untuk ^  O/^G Cr^ '-enjad,kan rpaklum bag, yang berkepentin^i ^ W

Tanda tangan pemegang Tangga, : B / APR 2011
^-^^^^ngetahui :

fMNi NURiyAH

/'- ,v'";;Se
/■'j"y' K

NIP. ;  ..•..•5h<

. I..

v.G9.\....'7".g

tTA^tW- //



%IK

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

- 337M135MD^7MaDDb

H«Rk« -

j«>^'k»Iaes)
IU«ia«l

flTSW '

KaUtWM

Kteafflann

Agvna

SCMui PtAvmtntn

P«k«i]asn

K««nigBn«9MW>
ew<ftliu Hieq^

Rim nubitmm

rSCUARAMS.

PCI^kEPUAH. (aoLOMh
ASRim^rnVKOtfl .

■TSUOfa
1 KAUBANTENG K«Ha
-SEMMUN&8ARAT
isiah'
KAWIN
MNOUfTUS nUUAH TAMCGA
WH1
SEUWUB MfOUP

ta

KOTA SEUAROM
■VOi-2010

■j



PROVINSl JAWA TENGAH
KABUPATEN GROBOGAN

331Sia04D375DDD3NIK

Nama :SRlGANDONO

TempaUTsl Utnr : GROBOCAN. 04-G3.tB7S
Jonla Kelamin : LAKI-LAKl Gol. Dsrsh: -
Aiamat ; MEOANl

rt;fw :oo3 / 001
Kcirocsa : MEOANl

Kecainalan : TEGOWANU
Agama : ISLAM
Status Pericawinan: KAWIN
Pokerlssn : KARYAWAN SWASTA
KewarganegaraarcVUNI
Baflaliu Hlngga :04-0S-2017

GROBOOAN
12-2012
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J^BankJateng

SURAT KETERANGAN BANK
Nomor ; 0025/PLY.03/058/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pemimpin Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Simpang
Lima Semarang, dengan ini menerangkan bahwa :

N am a

Alamat

Terdaftar sejak
Direktur

No. Rekening

MIITIARA AZKA CV

Dworowati IV No 16 Semarang

17 Juni 2011

Rini Nuriyah
1-058-00303-1

ADALAH BENAR-BENAR mSABAH BANK JATENG CABANG PEMBANTU PLASA

SIMPANG LIMA SEMARANG DAN SAMPAI SAAT IN! TERMASUK REKENING GIRO

YANGMASIHAKTIF.

Demikian Surat Keterangan Bank ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan
tidak mempunyai ikatan apapun di pihak kami serta akan batal dengan sendirinya apabila
dipergunakan menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Semarangf 7 Januari 2021
PT. BANK PEMBANGL NAN DAERAH

JAWAXeNjGAH
Cabang PembantUyPlasa impang Lima, Av

«» /CfcBfcWG ^ "i

Peiii)mpin

KCP Simpang Lima Plasa Semarang : Plasa Simpang Lima LlOasar No. B01-01, BOI-02,Semarang. T: (024) 8415303. 8412343. 8411859 F: (024) 8448925



^■^-5 Penyampaian SPT Elektronik
7  ♦ Direktorat Jenderal Pc^ak

Berikut ini adaiah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama; MUTiARA AZKA

NPWP 031232531503000

Tahun Pajak: 2020
Masa Pajak: 01/12

Jenis SPT; SPT Tahunan PPh Badan Rupiah
Pembetulan ke: 0

Status SPT:Nihll

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian: 28/04/2021
Nomor Tanda Terima Elektronik; 21531406458213028611

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV MUTIARA AZKA

NPWP: 031232531503000

Tahun Pajak: 2021

Masa Pajak: 2/2

JenisSPT: PPN1111

Pembetulan ke: 0

Status SPT: NIhil

Nominal: 0

Tanggal Penyampaian; 16/03/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 54531306054210168514

Jprima k;i«:ih tplah mpnupmnpikpn I pnnrpn <^PT Anrip



Penyampaian SPT Elektronik
© Direktoratjenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV MUTIARA AZKA

NPWP: 031232531503000

Tahun Pajak: 2021
Masa Pajak: 3/3

Jenis SPT: PPN1111

Pembetulan ke: 0

Status SPT: Nihil

Nominal: 0

Tanggal Penyampaian : 29/04/2021
Nomor Tanda Terima Elektronik : 0SS31406021210292016

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV MUTIARA AZKA

NPWP: 031232531503000

Tahun Pajak: 2021
Masa Pajak: 4/4

JenisSPT: PPN1111

Pembetuian ke: 0

Status SPT; Nihil

Nominal: 0

Tanggal Penyampaian : 29/05/2021
Nomor Tanda Terima Elektronik : 12531506085210292310

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN

SEMARANG

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR : PL.102 / 55 /11 / PIP.SMG-2022

TANGGAL 18 MARET 2022

UNTUK

KEGIATAN

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRASNPORTASI. LAYANAN

DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN

PERKANTORAN. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-19

PEKERJAAN

PENGADAAN HANDSANITIZER

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-19

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

TELP. (024) 8311527

TAHUN ANGGARAN

2022



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
^KAN

T  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX : (62)024-8311529
SEMARANG (62)024-8311528 Email : info(gpip-semarang.ac.id

KODE PCS 50242 Home Kaae: www.DiD-semarana.ac.id

Nomor : PL.102 / 55 / 12 /PIP.SMG-2022 Semarang, 18 Maret 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur CV. MUTIARA AZKA

Perihal : Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-
19

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang
sebagai berikut;

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan

Lingkup pekeijaan

Nilai total HPS

Sumber pendanaan
2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat

Tele pan Fax
Website

Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVlD-19.
Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19 sebanyak 1 paket.
Rp. 98.841.600,- (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat
puluh satu ribu enam ratus rupiah)
DIPA BLU PIP Semarang Tjiiun Anggaran 2022

Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
0248311527/0248311529

http://pip-semaraim.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a Pemasukan Dokumen Penawaran Sabtu-Minggu,
19-20 Maret 2022

09.00 s/d 13.00 WIB

b. Pembukaan Dokumen Penawaran,

Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
Harga

Senin,

21 Maret 2022

09.00 WIB s/d

Selesai

c. Penandatanganan SPK Selasa,

22 Maret 2022

>  09.00 WIB s/d 1

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai
alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian
disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

TkV? .

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 198000602 200212 2 002



fiBSl

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
^KAN

1  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX ; (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email ; info@pip-semarang.ac.id
KODE PCS 50242 Home Pace; www.DiD-semarana.ac.id

Semarang, 18 Maret 2022
Lampiran ; 1 (satu) berkas
Kepada Yth.
Direktur CV. MUTIARA AZKA

di Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang
Perihal: Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan

dan Penangguiangan Penyebaran Wabah COVID-19 pada Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang Tahun Anggaran 2022

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket
Pekerjaan Barang sebagai berikut:
1. Paket Pengadaan

Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penangguiangan
Penyebaran Wabah COVID-19
Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penangguiangan
Penyebaran Wabah COVID-19
Rp 98.841.600,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus
Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)

Sumber pendanaan ; DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang

Telepon/Fax : 0248311527/0248311529
Website http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung
sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

Nama paket pengadaan

Lingkup pekerjaan

Nilai total HPS

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a. Pemasukan dan Pembukaan

Dokumen Penawaran

Sabtu s.d Senin, 19 s.d. 21
Maret 2022

08.00 s/d 13.00 WIB

b. Evaluasi, Klarifikasi Teknis
dan Negosiasi Harga

Senin, 21 Maret 2022 13.05 WIB s/d Selesai

c. Penandatanganan SPK Selasa, 22 Maret 2022

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi
kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina (IV/a^
NIP. 19800602 200212 2 002



BABn

EVSTRUKSIKEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup
Pekerjaan

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan
Barang dengan kode Rencana Umiim Pengadan (RUP)
sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekeijaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi
teknis dan harga sesuai kontrak.

1.5 Nama Satuan Kega/Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam LDP.

1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

1.8 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.9 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam
LDP.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

3. Perbuatan

yang Dilarang
dan Sanksi

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak
melakukan tindakan sebagai berikut:

berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk
dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia
yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan
Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

a.

b.

4. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah pertentangan
kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada



4.3

klausul4.1 antara Iain meliputi:
a. Pengums/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat

Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada
pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat
Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung
mengendalikan atau menjalankan badan usaha
Penyedia.

Peserta dilarang melibatkanpegawai Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau
pengurus badan usaha dan/atau tenaga keqa kecuali cuti
diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATANKUALIFIKASI

5. Persyaratan
Kualiflkasi

Administrasi/

Legalitas
Peserta

5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan
kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam

LDP;

b. Memiliki bidang pekeqaan sebagaimana tercantum
dalam LDP;

0. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban

perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor

dengan alamat yang benar, tetap dan jelas benipa milik
sendiri atau sewa;

f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk
mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan
dengan:
1)Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahaimya;
2)Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
3)Kartu Tanda Penduduk.

g. Pakta Integritas;
h. Surat pemyataan yang ditandatangani Peserta yang

berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanyatidak sedang dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha
tidak sedangdikenakan sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha
tidaksedang dalam menjalani sanksi pidana; dan

4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
atau pimpinan danpengurus badan usaha sebagai
pegawaiKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah



yang sedangmengambil cuti diluar tanggungan
Negara.

5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi
administrasi/legalitas meliputi:
a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti

KartuTanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan
DomisiliTinggal;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah
memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;

c. menandatangani Pakta Integritas; dan
d. Surat pemyataan yang ditandatangani berisi:

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan

pertentangankepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau

sedangmenjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali

yangbersangkutan mengambil cuti diluar
tanggungan Negara.

6. Persyaratan Persyaratan kualifikasi teknis meliputi:
Kualifikasi a. Memiliki pengalaman:
Teknis 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang
Peserta 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak; dan

2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam
kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu)
pekeijaan dalam kurunwaktu 3 (tiga) tahun terakhir baik
di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
pengalaman subkontrak.

b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya
manusiadan peralatan yang dibutuhkan dalam proses
penyediaan termasuk layanan puma jual (jika diperlukan).

C. DOKUMENPENGADAANLANGSUNG

7. Isi Dokumen

Pengadaan
Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari:
a. Undangan Pengadaan Langsung;
b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Daftar Kuantitas,Spesifikasi Teknis dan Gambar;
e. Bentuk Dokumen Penawaran:

f. Pakta Integritas;
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Bentuk Surat Perintah Keija (SPK).



D. PENYIAPANDOKUMENPENAWARAN

b)

c)

8. Dokumen 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi,
Penawaran Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan
dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap
Kualifikasi dokumen asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran,yang didalamnya mencantumkan :

1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum

dalam LDP;
3) harga penawaran(dalam angka dan huruf); dan
4) tanda tangan oieh :

a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus
koperasi;
penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian/anggaran dasar;
pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang namanya
tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran
dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah
pengurus/karyawan perusahaan/karyawan
koperasi yang berstatus sebagai tenaga keija
tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang yang sah dari direktur
utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi
berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat.
Kuasa dari direktur utama/pimpinan

perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa
(apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan

contoh, brosur dan gambar-gambar;
standar produk yang digunakan;
garansi;
layanan pumajual;
j angka waktu penyerahan/pengiriman barang
sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
identitas (jenis, tipe dan merek).

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
Rincian harga penawaran (Daflar Kuantitas dan Harga);

d)

b. Surat

b.

c.

d.

a.

f.

a.

b. Jumlah total harga penawaran;

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan



Formulir Isian Kualifikasi hams diisi lengkap dan
ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada
klausul 8.2 humf a butir 4).

E. PENYAMPAIANDOKUMENPENAWARAN

9. Penyampaian Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada
Dokumen Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan
Penawaran Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
10. Pembukaan 10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen

Penawaran penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan
Langsung.

10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen
Penawaran, yang meliputi:
a. Surat penawaran
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan
f. Formulir Isian Kualifikasi.

11. Evaluasidan

Negosiasi
Penawaran

11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang
meliputi:
a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:

a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, apabila surat penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2
humf a butir 4);

2) mencantumkan penawaran harga;
3)jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak

kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
dan

4) jangka waktu pelaksanaan pekeijaan yang ditawarkan
tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum
dalam LDP.

b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung
gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas

dan Formulir Isian Kualifikasisesuai dengan
persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan



kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha Iain.

11.3 Evaluasi Teknis:

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang
memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem
gugur (pass andfail);

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal
yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di
spesifikasi;

e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap
Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada
klausul 8.3.

f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:
Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga.
Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat
Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai
kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung
ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

a.

b.

0.

12. Pembuatan 12.1

Berita Acara

Hasil 12.2

Pengadaan
Langsung

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung.
Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-
hal sebagai berikut:
a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. Nama dan alamat peserta;
c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);dan
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila

ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan

SPPBJ

13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan
Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara
Hasil Pengadaan Langsung.

13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas

laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:



a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan
sesuai prosedur; dan

b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk
melaksanakan Kontrak.

13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung,
maka PPK menerbitkan SPPBJ.

13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan
memasuldcan data SPPBJ pada Aplilcasi SPSE.

13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan
Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada
Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti.
Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan
pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil
Pengadaan Langsung.

13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan
keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PATKPA
paling lambat 6 (enam) hari keija setelah tidak tercapai
kesepakatan.

14. Penandatangan- 14.1 PPK dan penyedia wajib raemeriksa konsep SPK yang
an SPK meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf

serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada

bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang;
dan

2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi
meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila
diperlukan.

14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama
Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul8.2
huruf a butir 4)



BABHI

LEMBAR DATA PEMBLIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP No.

IKP

Isian Ketentuan

1. LINGKUP

PEKERJAAN

1.1 KodeRUP: 29560998

1.2 Nama paket pengadaan:
Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19
Polite^ik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun
2022

1.3 Uraian singkat paket pengadaan: Lingkup Pekeijaan
Terlampir

1.4 Jenis Kontrak yang digunakan:
Harga Satuan

1.6 Nama Satuan Keija/PerangkatDaerah:
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

1.7 Nama Pejabat Pengadaan:
Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang

1.8 Alamat Pejabat Pengadaan:
JI. Singosari 2A Semarang

1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah:
https://pip-semarang.ac.id

1.10 Website Aplikasi SPSE:
Ipse.dephub.go.id

2. SUMBERDANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

5. PERSYARATAN

KUALIFIKASI

ADMINISTRASI/

LEGALITAS

PESERTA

5.1.a Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan
perundang-undangan dan bidang pekeijaan yang
diadakan Peserta Pengadaan yang berbadan usaha
harus memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)
Kecil densan Perlenekanan Peeawai^umahtaneea.
Alat/neralatan/suku cadane: Elektrikal. Mekanikal.

Tehnikal atau Surat liin Usaha Jasa Konstruksi

(SIUJK) kecil dengan kualifikasi
Elektrikal/Pemasanean AC serta surat izin lain

sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu :
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan



Komanditer atau Nomor Induk Bemsaha (NIB) yang
masih berlaku;

8. DOKUMEN

PENAWARAN

DAN

KUALIFIKASI

8.2.a Masa berlaku surat penawaran: selama 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu
pemasukan penawaran

8.3.h Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang: 8
(delapan) hari kalender.



BAB IV

DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASITEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

NO URAIAN JUMLAH

1 Handsanitizer 60ml 4992 pcs

Semarang,
PPKRM

Politeknik Dmu Pelayaran Semarang

HERIPRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



BABV

^  BENTUKDOKUMENPENAWARAN

A. BENTUKSURATPENAWARAN

[Kop SuratJ
Nomor : , 20
Lampiran

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang

di

Perihal : Penawaran Pengadaan Handanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran
Wabah COVID-197

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsimg nomor: tanggal
dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini

kami mengajukan penawaran imtuk pekeijaan Pengadaan Handanitizer Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19—sebesar Rp.
(  )•

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekeijaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekeijaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
selama ( ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( ) hari kalender sejak tanggal surat
penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen
asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma

[pilih yang sesuai dan cantumkan namaj

Nama Lengkap



B. BENTUKDOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No Uraian

Barang
Spesifikasi
Teknis

dan/atau

Gambar

Satuan Volume Identitas

Barang yang
ditawarkan

1. [Diisi uraian
jenis Barang]

[diisi satuan
unit Barang

[diisi volume
imit Barang]

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengmitem pekeijaan yang tercantum dalam
spesifikasi.

No Uraian Barang Satuan Volume Jumlah

Harga

TKDN

Jumlah (Sebelum PPN)

HIPPN (10%)

Jumlah total setelah PN



BAB VI

PAKTAINTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama [namawakil sah badan usaha]

Jabatan :

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Kemitraan
dan atas nama [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai
dengan K/L/PD] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui teijadinya praktik Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil keija terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia
dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ftempat], __[tanggal] [bulan] 20 ftahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan]^

[nama lengkap]



BABVn

FORMULIRISIAN KUALIFIKASI

FORMULm ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama [nama badan usaha]

No. Identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : [diisi sesuaijabatan dalam akte notaris]

Bertindak : PT/CV/Fiima/Koperasi fpilik yang sesuai dan
untuk cantimkan nama badan usaha]
dan atas nama

Alamat :

Telepon/Fax :

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan
[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan
tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa\y

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar
tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang
sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"];

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak
yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:



A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status ;  Pusat □ Cabang
3. Alamat Kantor Pusat

No. Telepon
No. Fax

E-Mail

4. Alamat Kantor Cabang
No. Telepon
No. Fax
E-Mail

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor

b. Tanggal
c. Nama Notaris

d.Nomor Pengesahan/pendaftaran
(contoh: nomor pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM
untuk yang berbentuk PT)

2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian
Perusahaan /Anggaran Dasar
Koperasi
a. Nomor

b. Tanggal
c. Nama Notaris

(contoh: persetujuan/bukti laporan
dari Kementerian Hukum dan
HAM untuk yang berbentuk PT)

C. Pengurus Badan Usaha

No. Nama nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat Keterangan Domisili

Tinggal

Jabatan dalam
Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Surat Izin Usaha : No Tanggal



2. Masa berlaku izin usaha

3. Instansi pemberi izin usaha

4. Kualifikasi Usaha

5. Klasifikasi Usaha

6. No. TDP

A. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. Surat Izin No Tanggal

2. Masa berlaku izin

3. Instansi pemberi izin

F. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunaii Fersero (untuk CV/Firma)

No. Nama

nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat

Keterangan Domisili
Tinggal

Alamat Persentase

2. Pajak

a. NomorPokok WajibPajak

b. Bukti laporan Pajak Tahxm
terakhir

No. _tanggal

G. DataPersonaliaCTenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) [apabila dJperlukan]

No Nama
Tgl/bln/thn

lahir

Tingkat
Pcndidikan

Jabatan
dalam

pekerjaan

Pengalaman
Keija (tahun)

Profesi/

keahlian

Tahun

Sertifikat/

Ijazah

I 2 3 4 5 6 7 8

H. Data Fasilitas/Feralatan/Ferlengkapan^r/:»^/& diperlukan]

No.

Jenis
Fasilitas/Peralatan

/ Perlengkapan
Jumlah

Kapasitas
atau

output
pada saat

ini

Merk

dan

tipe

Tahun

pembuatan
Kondisi

(%)

Lokasi

Sekarang

Bukti

Status

Kepemilik
an



2 3 4 5 6 7 8 9

1. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.

Nama

Paket

Fekerja
an

kelom

pok
(grup
)

Ringka
san

Lingku

P
Fekerja
an

Lokasi

Pemberi
Pekerjaan

Kontrak
Status

Penyedi
a dalam

pelaksa
naan

Pekeija
an

Tanggal Selesai
Pekerjaan

Berdasarkan

Nama
Alamal/

Telepon

No/

Tanggal
Nilai Kontrak

BA

Serah

Terima

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I

2

dst

J. Data Pekeijaan yang sedar^g dilaksanakan

No.

Nama

Paket

Pekerjaa
n

Ringkasa
n

Lingkup
Pekerjaa

n

Lokasi

Pemberi Pekerjaan Status

Penyedia
dalam

pelaksana
an

Pekerjaan

Kontrak Progres Terakhir

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai

Kontra

k

(Renca
na) (%)

Prestasi

Keija
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenamya dan penuh rasa
tanggimg jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokiunen yang saya sampaikan
tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia
dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi Daflar Hitam, gugatan secara perdata,
dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jtempat], ftanssalj [bulan] 20 [tahun]

FT/CV/Firma/Koperasi
Jpilih yang sesuai dan cantitmkan nama]



[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lenskap wakil sah badan usahd)
[jabatan dalam badan usaha]



BABVm

BENTUK SURAT PEREVTAH KERJA (SPK)

[hop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

NOMOR DAN TANGGAL SPK

NamaPPK:

Nama Penyedia:

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

PAKET PENGADAAN

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG:

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA
Anggaran mtuk mata anggaran kegiatan

Tahun

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_
(  rupiah).

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: C ) hari kalender

Untuk dan atas nama

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan

materaiRp 6.000,-)]

[nama lengkap]
ffabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
maka rekatkan materai Rp 6.000, -)]

[nama lenskaol

[jabatan]

SYARATUMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas



pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban imtuk menyelesaikan pekeijaan dalam jangka
waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSIMANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan
yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta
biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAK KEPBMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan kepada PPK pada saat SPK
berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut hams
dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan
pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau selumh
pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis imtuk bagian pekegaan tertentu. Pengalihan
selumh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai
akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kega (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kega yang tercantum dalam Surat
Perintah Mulai Keija.

c. Penyedia hams menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan



diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK,
maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Keqa sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan imtuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekeijaan, serta pekeqa untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat
diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga

SPK.

10. PENUGASANPERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui
oleh PPK untuk melaksanakan pekeijaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan
dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Keija
sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak

ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekeijaan ini,
Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak meinbatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekeijaan
yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada
pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelalganaan pekerjaan, seluruh



aktivitas kegiatan pekegaan di lokasi pekeijaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan
laporan harian pekeijaan yang berisi rencana dan realisasi pekeijaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga keija untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeijaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh

terhadap kelancaran pekeijaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeijaan di lokasi pekegaan

14. WAKTUPENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan
pekeijaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekeijaan sesuai dengan
program mutu, serta menyelesaikan pekegaan selambat-Iambatnya pada Tanggal
Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesal^an atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka
PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan
jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekegaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekegaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekegaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas

pekeijaan dan/atau tim teknis.
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekegaan, penyedia wajib

memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
e. PPK menerima hasil pekegaan setelah seluruh hasil pekegaan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan SPK.
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekegaan

selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:



1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubahjadwalpelaksanaanpekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWAKOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekegaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal

yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan

yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekegaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti
rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekegaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata
akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekegaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK,
dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekegaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika tegadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekegaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekegaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekegaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIANDANPEMUTUSANSPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena tegadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekegaan yang telah dicapai, termasuk:
5) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekegaan ini. Bahan dan



perlengkapan ini hams diserahkaa oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya
menjadi hak milik PPK;

6) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang deiri Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses

Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;
penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
penyedia berada dalam keadaan pailit;
Penyedia gagal memperbaiki kineija setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3
(tiga) kali;
penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh PPK;
PPK memerintahkan penyedia imtuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi DaftarHitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan,
maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran hams dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen)
dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari keija setelah pengajuan permintaan pembayaran
dari penyedia hams sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi



perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekeijaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban imtuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu pemiil) dari nilai SPK untuk setiap
hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeijaan Penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan
Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGANPEMBERIANKOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung
dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran
yang mendasar terhadap SPK ini.



BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUKSURATPENUNJUKANPENYEDIABARANG/JASA

[kop svrat K/L/PD]

Nomor: ftempat h ftariKRal/ [bulan] [tahun]
Lampiran:

Kepada Yth.

di

Perihal: Penimjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal
tentang dengan basil negosiasi harga sebesar Rp

(  ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penimjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) ban keija setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penimjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terbadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Presiden No. 16 Tabun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

fnama lenskapl

[jabatan]

NIP:

Tembusan Ytb.:

1. [FA/KPA K/L/PD]
2 . [APIP K/L/PD]
3 . [Pejabat Pengadaan]

dst



B. BENTUKSURATPERINTAHPENGIRIMAN

[hop surat K/L/PD]

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor;

Paket Pekeijaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini;

[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
Jjabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
Jalamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor tanggal , bersama ini
memerintahkan:

[nama Penyedia Barang]
[alamat Penyedia Barang]

yang dalam hal ini diwakili oleh:
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No Jenis Barang Satuan Kuantitas Harga
Ukuran Satuan

Total

Harga^

2. Tanggal barang diterima:

3. Svarat-svarat pekeriaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penvelesaian: selama ( ) hari kalender dan pekeijaan harus
sudah selesai pada tanggal

5. Alamat pengiriman barang:

'  Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).



6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekeijaan Penyedia Jasa akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permit) dari Nilai SPK (tidak
termasuk PPN).

[tempat], ftanggal] [bulan] [tahun]

Untuk dan atas nama

Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lenskapl

[jabatan]

NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama [nama Penyedia]

[tanda tangan]

fnama lenskapl

[jabatan]



BABX

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai
pedoman dalam pelaksanaan Pekeijaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
Semarang Tahun 2021;

2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran
Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-
022.12.1.414330/2021 tanggal 17November 2021.

3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhimya tugas
Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Maret 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA IipRIYANI. S.ST. MM
Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN BARANG/JASA LAEVNYA

PA/KPA

UNIT KERJA

PPK

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

HERIPRASETYO, S.M

PENGADAAN HANDSANTTIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGUEANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-19

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

B ADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYEBARAN WABAH COVID-19

POLITEKNIKILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

L LATAR BELAKANG

1. DasarHukum

a. Undang-imdang Nomor 17 Tahim 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4849);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di

Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan

Politeknik Hmu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai

Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;

i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Keija Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;



j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang

Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Keqa Kementerian Perhubimgan;

n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubimgan Nomor SK

656/DL-002Ar[/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan

Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09

tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

0. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.Ol/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor

PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. GambaranUmum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya

saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi

yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah:



a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk

mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan

pelayanan jasa transportasi;

c. Meningkatkan kineija pelayanan jasa transportasi;

d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasaiana pelayanan transportasi;

e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang

peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara

konsisten;

f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;

g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector

transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

(BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi

Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang - undang di bidang

transportasi antara lain:

a. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

b. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

c. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

d. Undang - undang Nomor 22 Tahim 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang - undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan

bahwa pemerintah (Kementerian Perhubimgan) bertanggung jawab atas penyediaan

dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,

kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi

standar nasional dan intemasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang

prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal

serta berorientasi Zero Accident.



Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan

SDM Perhubungan adalah sebagai berikut;

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar

nasional dan intemasional;

b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia

keqa melalui keijasama kemitraan dengan stakeholder terkait;

c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan

transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi

Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM

transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan intemasional dan

mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien,

akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah

diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita

dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

" Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan

Berwawasan Global". Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang

dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-

langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

intemasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan berwawasan global.

b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran

melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan

meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terns menerus.

d) Menjalin keijasama dengan stakeholder, dunia usaha, dimia industri dan alumni

demi terwujudnya jejaring kineija berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang mempakan salah satu instansi pelayanan

pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah

Perguman Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang



mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran

dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan

tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu

pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu

pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program

pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat

keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan

kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian

pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3, Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima,

profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang

sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan

pelaut Nasional dan Intemasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan

dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah

Menjaga agar kualitas gedung dan bangunan yang ada agar dapat memberikan rasa

aman dan nyaman.

n. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran

Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 adalah

untuk memenuhi wujud nyata misi dari PIP Semarang sebagai proses pemberian

layanan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik. Diharapkan

dengan pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang baik maka dapat

mewujudkan pelayanan yang berkualitas, selain itu juga dapat mendorong



ketertarikan minat para calon peserta diklat untuk memilih jasa layanan di PIP

Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan

Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun

2021 adalah untuk menjaga kesehatan, kebugaran, serta mendukung beijalannya

kegiatan dengan baik dan aman.

m. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para taruna, peserta

diklat yang beraktifitas di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

IV. ORGANISASI PENGADAAN

a. Kementerian

b. Satker

c. KPA

d. PPK

Kementerian Pehubungan

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M

HERIPRASETYO, S.M

V. SUMBERDANAPERKIRAANPEMBIAYAAN

a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG untuk membiayai Kegiatan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan

dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran

(PIP) Semarang Tahun 2021 sebesar Rp 1.959.925.000 (Satu Miliar Sembilan

Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Handsanitizer

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu

Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 98.841.600,00 (Sembilan

Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

VL JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekeqaan ini adalah selama 8 (Delapan) Hari kalender.



Vn. LINGKUP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekeijaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan

Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun

2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.

2. Penyedia melakukan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan

Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun

2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)

Semarang.

3. Penyedia melakukan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan

Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun

2022 sebelum jatuh tempo peqanjian keija sama berakhir.

b. Jumlah Hari Peiaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekeijaan Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan

Penyebaran Wabah COVID-19 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

ini, dilaksanakan selama 8 (Delapan) Hari kalender.

Semarang, 17Maret2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERIPRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
^KAN

1  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX ; (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 Home Page: www.Dio-semarana.ac.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYEBAAB WABAH COVID-19

POLITEKNIK ILMU PELAVARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO NAMA BARANG

JUMLAH HARGA (Rp) ^ iB

TOTAL SAT. SATUAN tumlahI-^J

1 Handsanitizer 60ml 4992 pcs Rp 18.000 Rp 89.856.000

jumlah Rp 89.856.000

Ppnll% Rp 8.985.600

total Rp 98.841.600

Terbilang: Sembilan puluh delapan juta delapan ratus empatpuluh satu ribu enam ratus rupiah

Semarang, 17 Maret 2022

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

PIP Semarang

d

HERI PRASETYO. S.M

Penata Muda, Ill/a
NIP 19850429 201012 1 003



JADWAL PROSES

PENGADAAN HANDSANITIZER PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19

POLITEKNIK ILMU PELAVARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO KEGIATAN 16-Mar-22 17-Mar-22 18-Mar-22 l9-Mar-22 20-Mar-22 21-Mar-22 22-Mar-22

1 Dokumen Pcngadaan Langsung

2 Undangan kepada Peserta Tcrpilih

3 Pemasukan Dokumen Penaw aran
• >: ^

4 Pembukaan Dokumen Penawaran llHi
5 Evaluasi Penavvaran

6 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

7 Pembuatan Bcrita Acara Hasil Pengadaan Langsung

8 Rapat Pra Penunjukan

9 Penandatanganan Kontrak / SPK

KETERANGAN

CZl HARI KERJA

PROSES PELELANGAN

HARILIBUR

SEMARANG, 18 MARET 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA RM

KRISTIN ANITA IND RlYANl. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



RINGKASAN SPK/KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA

2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK

3. Nomor dan Tanggal Kontrak

4. Nama Penyedia / Perusahaan

5. NPWP / Alamat Perusahaan

6. Nilai/Harga Pekeijaan

7. Uraian / Volume Pekeqaan

8. Cara Pembayaran

9. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekeijaan

10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan

11. Jangka Waktu Pemeliharaan

12. Ketentuan Sanksi/Denda

SPDIPA-022.I2.I.414330/2022 tanggal 17November2021

022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131

PL.102/57/4/PIP.SMG-2022 Tanggal 22Maret2022

CV.MUTIARAAZKA

03.123.253.1-503.000 / Jl. Dworowati IV No. 16 Semarang JawaTengah

Rp 97.743.360,- (Sembilan puluh tujuh Juia tujuh ratus empat puluh tiga

ribu tiga ratus enam puluh rupiah)

Pengadaan Handsanitizer Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran

Wabah COVID-19

Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah atas nama CV. Mutiara Azka dengan nomor rekening

1058003031

8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 22-29 Maret 2022

29 Maret 2022

Apabila teqadi keterlambatan penyelesaian pekeq'aan akibat dari

kelalaian PIHAJC KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda

keterlambatan l%o (satu perseribu) per hari dari Harga Pekeq'aan.

Catalan :

Apabila teqadi addendum kontrak maka

data kontrak agar disesuaikan dengan

perubahannya.

Semarang, 22 Maret 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

HERIPRASETYO. S.M

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003
































































































